





penyelenggara PPK-BLUD secara Penuh.

7. Dewan Pengawas BLUD adalah unit non struktural
pada BLUD rumah sakit yang melakukan pembinaan
dan pengawasan penyelenggaraan BLUD yang
ditetapkan sesuai dengan kriteria aturan
pembentukan Dewan Pengawas BLUD dan disahkan
oleh Walikota.

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat
Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau
jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan dan dalam melakukan Kkegiatannya

didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya
~ disingkat PPK-BLUD adalah pola Pengelolaan
keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek
bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan

pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

10. Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur RSUD S. K.
Lerik.

11. Pejabat Pelaksana Keuangan BLUD RSUD 8. K. Lerik
adalah Pejabat yang berdasarkan ketentuan
perundang-undangan diberikan tugas dan tanggung
jawab terhadap pengelolaan keuangan PPK-BLUD.

12. Pejabat Teknis BLUD RSUD S. K. Lerik adalah
Pejabat yang berdasarkan ketentuan perundang-
undangan diberikan tugas dan tanggung jawab
terhadap pelaksanaan teknis kegiatan BLUD






20.

Perjanjian pinjaman adalah naskah perjanjian tertulis
atau naskah lain yang dipersamakan, memuat
kesepakatan mengenai pinjaman antara BLUD dengan

pemberi pinjaman.

BAB 1I

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota
ini adalah :

a.

(1)

(2)

3)

memberikan pedoman bagi RSUD S. K. Lerik yang
menyelenggarakan PPK-BLUD dapat melakukan
pinjaman kepada pihak lain dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan kepada

masyarakat; dan

mengatur pelaksanaan pinjaman yang dilaksanakan
RSUD S. K. Lerik kepada pihak lain sebagai wujud

- kewenangan RSUD yang telah menerapkan PPK-

BLUD secara Penuh guna meningkatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3
BLUD RSUD S. K. Lerik dengan status BLUD penuh,
memiliki fleksibilitas dapat melakukan hutang
dan/atau pinjaman atas namanya sendiri sesuai
dengan kebutuhandalam rangka kelancaran dalam
pelayanan.
Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan terhadap hutang dan/atau pinjaman
jangka pendek atau jangka panjang.
Pemanfaatan hutang dan/atau pinjaman jangka
pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan hanya untuk Dbelanja operasional

termasuk keperluan untuk menutup defisit kas.



BABIV
KEBIJAKAN HUTANG DAN/ATAU PINJAMAN
Pasal 4

(1) BLUD RSUD S. K. Lerik dapat melakukan hutang
dan/atau pinjaman sehubungan dengan Kkegiatan
operasional dan/atau perikatan hutang dan/atau
pinjaman kepada Pemerintah atau dengan pihak lain.

(2) Hutang dan/atau pinjaman yang dimaksud pada ayat
(1) hanya dapat dilakukan RSUD S. K. Lerik apabila
tetap menjadi BLUD dengan status BLUD Penuh.

(3) Hutang dan/atau pinjaman yang dilakukan BLUD
RSUD S. K. Lerik, dikelola dan diselesaikan secara
tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung
jawab, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan
berdasarkan  ketentuan = peraturan = perundang-

undangan.

Pasal 5

*(1) Hutang dan/atau pinjaman jangka  pendek

sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) merupakan
pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
tahun dan tercantum dalam RKA/RBA.

(2) Kewajiban pembayaran kembali hutang dan/atau
pinjaman meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau
kewajiban lainnya, dilunasi dalam tahun
anggaran/perubahan anggaran yang berkenaan
dan/atau tahun anggaran/perubahan anggaran tahun
berikutnya.

Pasal 6

(1) Pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1)
terdiri dari :
a. Lembaga keuangan bank;
b. Lembaga keuangan bukan bank; dan
c. Masyarakat.

(2) BLUD RSUD S.K Lerik dapat melakukan hutang
dan/atau pinjaman yang sumber dananya berasal
dari Pemerintah Kota Kupang, Pusat atau Pemerintah


















BAB XI
PENUTUP

Pasal 15
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Agustus 2016

W JONAS SALEAN




